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Andi Imam Wahyudi (B111 10 389), Pertanggungjawaban Pidana Bagi
Pelaku yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas
(Studi Putusan-putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Tahun: 2012-
2013) di bawah bimbingan Andi Sofyan dan Hijrah Adhyanti M.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi
pelaku yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dan
mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara dalam
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian khususnya di
Pengadilan Negeri Bulukumba Tahun 2012-2013. Penelitian ini bersifat
normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) yaitu
putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Tahun 2012-2013 serta bahan-bahan
pustaka lain yang berkenaan dengan objek penelitian.
Pelaku yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal, telah
memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab,
unsur kelalaian serta tidak adanya alasan pemaaf sehingga dapat
dipertanggunjawabkan secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310
ayat (4) UULLAJ.
Berdasarkan penelitian Penulis, pada Tahun 2012 sampai tahun 2013
sebanyak 19 kasus telah diputus oleh Pengadilan Negeri  Bulukumba dengan
rata-rata pidana yang dijatuhkan pada tahun 2012 adalah 6 Bulan 27 hari
dengan satu diantaranya merupakan pidana bersyarat (35/PID.B/2012/
PN.BLK), sedangkan pada tahun 2013 rata-rata pidana atau vonis yang
dijatuhkan adalah kurang lebih 9 Bulan dengan dua putusan merupakan
pidana bersyarat (106/PID.B/ 2013/PN.BLK dan 124/PID.B/2013/PN.BLK),
dalam semua putusan terdakwa masing-masing dinyatakan bersalah dan
dijatuhi hukuman pidana. Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur
dari pasal yang didakwakan kepadanya. Hakim dalam memberikan putusan
mempunyai pertimbangan-pertimbangan baik yang meringankan maupun
yang memberatkan antara lain Terdakwa pernah dihukum, berlaku sopan,
masih anak-anak, tidak memiliki SIM dan lain-lain, sehingga dapat dipidana
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Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri
dalam waktu lama. Manusia selalu ingin bergerak, berpindah, dan
melakukan aktivitas. Di masa modern ini aktivitas manusia sangat terbantu
dengan adanya transportasi yang memudahkan pergerakan tiap individu.
Dengan adanya transportasi, manusia dapat menghemat waktu tempuh
menjadi lebih singkat dan lebih nyaman. Manusia tidak perlu kepanasan
ataupun kehujanan. Selain itu dengan adanya transportasi, manusia
menjadi lebih produktif dan efisien dalam mengerjakan urusan atau
pekerjaannya. Waktu tempuh yang lama tanpa transportasi dapat
digunakan untuk hal-hal yang lebih berguna.
Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi
darat di Indonesia, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu
lintas yang aman, tertib, lancar, dan efisien guna menjamin kelancaran
berbagai aktifitas. Peningkatan jumlah pemakai jalan, khususnya
kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara
tidak langsung bisa meningkatkan jumlah kecelakaan Lalu lintas. Di satu
sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin
2luas, di sisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam
beberapa dekade terakhir.1
Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib lalu
lintas masih sangat rendah sehingga masih terdapat banyak pelanggaran
yang dilakukan oleh pengendara baik mobil maupun motor baik berupa
melawan arah, tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah,
hingga angkutan umum yang berhenti seenaknya sehingga dapat
membahayakan pengendara lainnya.
Lalu lintas di kota kecil seperti di Bulukumba tidak memiliki masalah
sekompleks di kota-kota besar semisal Jakarta. Masyarakat yang
cenderung homogen dan jumlah penduduk yang tidak terlalu padat
membuat suasana lalu lintas di daerah cenderung terlihat lebih manusiawi
dibandingkan kota besar. Meskipun demikian, bukan berarti keadaan lalu
lintas selalu baik-baik saja, ada juga sejumlah insiden terkait lalu lintas
dan angkutan jalan berupa kecelakaan. Insiden kecelakaan kecelakaan
banyak terjadi karena kelalaian atau ketidakdisiplinan pengendara
kendaraan bermotor sehingga menyebabkan timbulnya korban akibat dari
kelalaian atau ketidakdisiplinannya baik berupa luka ringan, luka berat
hingga kematian.
Menurut data dari badan Pusat Stasistik pada tahun 2009 terjadi
57.720 kasus dengan 18.205 korban meninggal, dan terus meningkat
setiap tahunnya. Kebanyakan korban meninggal adalah para pengguna
1Agio V. Sangki. Tanggung jawab pidana Pengemudi Kendaraan yang
Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalulintas. 2012. Lex Crime Vol.I/No.1/Jan-
Mrt/2012. Hlm. 33-34.
3jalan di usia produktif (31-40 tahun). Jumlah kerugian mencapai Rp.
84,416 Triliun.2 Sementara di Sulawesi Selatan (Sul-Sel), pada tahun
2013 saja dari Januari hingga Mei, seperti dikutip dari harian Tribun Timur,
jumlah lakalantas yang tercatat di Polda sudah mencapai 1.370 kasus.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 421 orang meninggal dunia, luka berat
547 orang, dan luka ringan 1.130 kasus. Kepala Bagian Humas Polda
Sulsel, Kombespol Endi Sutendi mengatakan, tingginya lakalantas
tersebut akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, Endi
mengatakan bahwa faktor utama kecelakaan adalah kurang hati-hatinya
pengendara dalam menggunakan kendaraan. Apalagi hingga sekarang ini
jumlah kendaraan di sulsel semakin mengalami peningkatan.3
Para pengguna jalan terlena dengan kondisi jalan yang sepi
sehingga kerap mengabaikan keselamatan sehingga dapat
membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain. Berdasarkan
kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam, dibutuhkan
suatu aturan yang dapat menciptakan ketertiban, keteraturan, dan
keselamatan para pengguna jalan. Oleh karena itu, pemerintah pada
tahun 2009 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) untuk menggantikan
undang-undang Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan ini lebih rinci dan
memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi pelanggarnya.
2 Marye Agung Kusmagi, Selamat Berkendara di Jalan Raya (Jakarta: RAS, 2010),
Hlm. 8.
3 http://makassar.tribunnews.com/2013/05/24/lima-bulan-sudah-421-orang-
meninggal-kecelakaan-di-sulsel. Diakses Tanggal 6 Mei 2014 Pukul 19.18 WITA.
4Seringkali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas
yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi
kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang
berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang
sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan Lalu lintas
tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi
mata yang melihat terjadinya kecelakaan.4
Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya
seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan bahwa
orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia
tidak melakukan perbuatan pidana.5 Dengan demikian, pertanggung-
jawaban pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.
Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada
seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu
tindak pidana tidak tergantung apakah ada orang-orang yang pada
kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Tindak pidana tidak
berdiri sendiri, baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban
pidana. Ini berarti orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan
sendirinya harus dipidana.
Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan
(vewijtbaar heid) yang objektif terdapat perbuatan yang berlaku, dan
4Agio V. Sangki, Op.Cit. Hlm. 34
5Chairul Huda, Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana,
2011), Hlm. 20.
5secara subjektif kepada sipembuat yang memenuhi persyaratan untuk
dapat dikenakan pidana karena perbuatannya.6 Dasar adanya tindak
pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana adalah
asas kesalahan. Ini berarti bahwa sipembuat tindak pidana akan dipidana
jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tidak pidana tersebut.
Berdasarkan hal tersebut di atas, serta masih kurangnya
pemahaman bagi orang awam terkait pertanggungjawaban pidana bagi
orang-orang atau pelaku yang menyebabkan kematian dalam kecelakaan,
mendorong Penulis untuk membahas pertanggungjawaban pidana bagi
pelaku yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dalam
penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku
yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah tersebut di atas, adapun rumusan masalah
yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang
mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengakibatkan
kematian dalam kecelakaan lalu lintas?
6 Ibid.
6C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang
mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas di kabupaten
Bulukumba.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengakibatkan
kematian dalam kecelakaan lalu lintas di kabupaten Bulukumba.
D. Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan
manfaat-manfaat sebagai berikut :
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum
pidana khususnya mengenai tindak pidana kecelakaan lalu  lintas
menyebabkan kematian.
b. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi
bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya
bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu
hukum.
c. Memberikan sumbangan pemikiran/masukan kepada pihak aparat
penegak hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana





Hukum pidana Belanda memakai istilah straafbaar feit, kadang-
kadang juga delict yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana
negara-negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau criminal act
untuk maksud yang sama. KUHPidana Indonesia bersumber pada WvS
Belanda sehingga istilah yang digunakan pun sama, yaitu straafbaar feit.7
Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana
meskipun tidak untuk menerjemahkan straafbaar feit itu. Utrecht, menyalin
istilah straafbaar feit menjadi peristiwa pidana. Utrecht Menerjemahkan
istilah feit secara harfiah menjadi peristiwa.8
Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena menurutnya
peristiwa adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada
suatu kejadian tertentu saja.9 Sekarang ini, semua undang-undang telah
memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana
Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang
Tindak Pidana Suap, dan sebagainya. Menurut Moeljatno perbuatan
pidana adalah:
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum (undang-
undang) larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa
pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga




8dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh
suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam
pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu
suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan
orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang
yang menimbulkan kejadian itu.”10
Ada dua golongan penulis, yang pertama merumuskan tindak
pidana atau delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat, seperti Simons
yang merumuskan bahwa straafbaar feit ialah kelakuan yang diancam
dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan
kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
Jonkers dan Utrecht  memandang rumusan Simons merupakan rumusan
yang lengkap, yang meliputi :
a) diancam dengan hukuman pidana
b) bertentangan dengan hukum
c) dilakukan oleh orang yang bersalah
d) orang itu dipandang bertanggungjawabatas perbuatannya.11
Van Hamel merumuskan delik (straafbaar feit) itu sebagai kelakuan
manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang
patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Lebih singkat daripada
itu ialah rumusan Vos yang mengatakan:
“suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan peraturan
perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia
yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.”12
Simons, Van Hamel dan Vos semuanya merumuskan tindak pidana
(straafbaar feit) secara bulat, tidak memisahkan perbuatan dan akibatnya
di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak. A.Z. Abidin menyebut
10 Moeljatno, Asas-asas hukum pidana (Jakarta, Rineka Cipta, 2009), Hlm. 59.
11 Andi Hamzah, Op.cit.hlm. 96.
12Ibid.
9cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik.
Lainnya, yaitu yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu
pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis.
Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh
undang-undang dan diancam pidana (actus reus) dan pertanggung-
jawaban (mens rea)13.
Di Indonesia, sarjana yang memisahkan antara actus reus dan
mens rea ialah Moeljatno, diikuti oleh Roeslan Saleh dan juga A.Z. Abidin.
Hal yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang
diancam pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian
itu. A.Z. Abidin menggolongkan sebagai yang memisahkan kedua unsur
itu karena mengatakan bahwa pandangan monistis yang dianut oleh
mayoritas sarjana hukum dapat menghasilkan ketidakadilan. Ia membuat




Dengan demikian, dari sudut pandang dualistis ini, dapat
disimpulkan bahwa :
13 A.Z. Abidin, Asas-asas Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1987)








(1) Perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana itu adalah
merupakan unsur objektif
(2) Pertanggungjawaban menurut hukum pidana itu adalah merupakan
unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas)
(3) Untuk menjatuhkan pidana menurut aliran dualistis ini, syaratnya
adalah kedua unsur tersebut di atas harus ada, baik unsur objektif
(1) maupun unsur subjektif (2).
Jadi, bertemulah pendapat golongan yang menyatakan actus reus
dan mens rea dalam rumusan delik dan golongan yang memisahkan
antara keduanya, yaitu seseorang baru dapat dipidana jika dipenuhi syarat
pemidanaan yang objektif dan subjektif (actus reus dan mens rea).15
B. Pertanggungjawaban Pidana
Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata,
pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata
tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai keadaan wajib,
menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut,
diperkarakan dan sebagainya.16
Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut
toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability.17 Diutarakan
bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan
kemampuan seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan
atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi.
Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi
sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang
15 Ibid.
16Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)
17 S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya. (Jakarta: Alumni
Ahaem-Petehaem. 1989). Hlm. 250.
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sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu patutnya seseorang dicela
karena perbuatannya, yang wujud celaannya adalah pemidanaan.18
Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan
standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai
bagaimana memperlakukan yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam
hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi
pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, merupakan hal
penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang
melakukan tindak pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan dan
karenanya dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat
terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana,
Moeljanto mengatakan:
“orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana)
kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian,
pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada
dilakukannya tindak pidana. Tidak mungkin seorang
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana jika yang
bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan
melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai
pertanggungjawaban.”19
Petanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum
‘tiada pidana tanpa kesalahan’. Dalam rancangan KUHPidana asas ini
mendapat penegasan. Pasal 35 rancangan KUHPidana menentukan
“tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan”. ‘Tiada pidana’ disini
berarti tiada pertanggungjawaban pidana’, mengingat pertanggung-
18 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada




jawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seseorang
melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa
‘tiada pemidanaan tanpa kesalahan’, juga tersirat sebagai ‘tiada
pertanggungjawaban tanpa tindak pidana’. Sutorius mengatakan, tiada
pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan
kepada pelakunya.20
Baik oleh negara-negara civil law maupun common law, umumnya
pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti,
dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana civil law system lainnya,
undang-undang justru merumuskan keadaan yang dapat menyebabkan
pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, yang diatur
adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan tidak dipidana
(strafuitsluitingsgronden), yang untuk sebagian adalah alasan penghapus
kesalahan. Sedangkan dalam praktik peradilan di Negara-negara common
law, diterima berbagai alasan umum pembelaan (general defence)
ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban (general excusing
of ability).21
C. Kesalahan
Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak selalu dapat
dipidana. Dengan perkataan lain bahwa dipidananya seseorang tidaklah
cukup hanya apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi,
20Ibid. Hlm. 22.
21 Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), Hlm. 260.
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meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang
dan tidak dibenarkan, namun dalam hal tersebut belum memenuhi syarat
untuk penjatuhan pidana.22
Hal ini tergantung apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana
mempunyai kesalahan atau tidak, Sebab untuk dapat menjatuhkan pidana
terhadap seseorang itu tidak cukup dilakukannya tindak pidana saja tetapi
juga harus memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu
mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain orang tersebut
harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini dikenal
asas “tidak dipidana tanpa kesalahan”
Asas ini tidak terdapat dalam KUHPidana juga tidak terdapat di
dalam perundang-undangan lainnya melainkan terdapat dalam hukum
yang tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis asas ini hidup dalam anggapan
masyarakat dan diterima oleh hukum pidana disamping asas yang tertulis
dalam undang-undang.
1. Pengertian Kesalahan
Kata “kesalahan” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda
yaitu “schuld”. Kesalahan mempunyai arti secara umum maupun
secara yuridis.
a) Kesalahan dalam arti etis social (Schuld in social ethische zin)
yang berarti hubungan jiwa seseorang yang melakukan
perbuatan dengan perbuatan yang dilakukannya atau dengan
akibat dari perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya.
22Tolib Setiady, Pokok-pokok hukum penitensier di Indonesia, (Bandung: AlfaBeta,
2010), Hlm. 152
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b) Kesalahan dalam arti hukum pidana (schuld in strafrechttelijke
zin) yang berbentuk kesengajaan (dolus) dan kealpaan
(culpa).23
Menurut Simons, dasar pertanggungjawaban pidana adalah
kesalahan yang terdapat dalam jiwa pelaku dalam hubungannya
dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan
kejiwaannya itu, pelaku dapat dicela karena kelakuannya.24
Adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan
terlebih dahulu beberapa hal menyangkut pelaku, yaitu :
a) Kemampuan bertanggung jawab
b) Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan
c) Dolus atau culpa.25
Kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini
sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan
(menyatukan) straafbaar feit dengan kesalahan. Menurut Utrecht,
pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana
terdiri atas tiga unsur, yaitu :
a) Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningvatbaarheid)
dari pembuat
b) Suatu sikap psikis pembuat berhubung dengan kelakuannya,
yakni:
a. Kelakuan disengaja (anasir sengaja), dan
b. Kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau
lalai (anasir kealpaan) atau culpa (schuld in ene zin)
c) Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggung-
jawaban pidana pembuat (anasir toerekening-vatbaarheid).26
23 Ibid. Hlm. 154.
24 Tolib Setiady, Op.Cit. Hlm. 154
25 Ibid.
26 Ibid. Hlm. 154-155.
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Sebelum ajaran kesalahan normatif mengemuka, umumnya
para ahli hukum pidana memandang kesalahan semata-mata sebagai
masalah keadaan psikologis seseorang ketika melakukan tindak
pidana (Psychologis schuldbegrip). Kesalahan dipahami dalam
beberapa pengertian yang selalu bertalian dengan psikologis pembuat
tindak pidana.27
Pertama-tama secara sempit kesalahan dipandang sama
dengan kealpaan. Dengan kata lain, istilah kesalahan digunakan
sinonim dari sifat tidak berhati-hati. Kemudian pengertian kesalahan
juga dikaitkan dengan alasan penghapus pidana di luar undang-
undang.28
Semua pengertian tersebut umumnya merujuk pada kenyataan
bahwa kesalahan sebagai bagian inti tindak pidana, yang isinya
keadaan psikologis pembuat ketika melakukan tindak pidana tersebut.
Kesalahan umumnya dipandang sebagai unsur subjektif tindak pidana.
Von Liszt  mengatakan:
“kesalahan dibentuk oleh keadaan psikis tertentu dari pembuat.
Fletcher menyebut teori kesalahan psikologis sebagai teori
deskriptif tentang kesalahan, mengingat unsur mental
terdeskripsi secara nyata sebagai bagian tindak pidana.”29
Sementara itu, menurut teori kesalahan normatif, kesalahan
cenderung lebih bersifat evaluatif. Kesalahan merupakan evaluasi
terhadap apa yang telah dilakukan pembuat dan perbuatannya itu
27 Chairul Huda, Op.Cit. Hlm. 74.
28 Ibid.
29 Ibid. Hlm. 75
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sendiri. Pandangan normatif membuka pemahaman yang sempit
mengenai kesalahan. Kesalahan karenanya bukan hanya dipandang
sebagai masalah psikologis pembuatnya. Akibatnya, ‘kesengajaan’
dan ‘kealpaan’ kemudian hanya dipandang sebagai indikator adanya
kesalahan, dan bukan kesalahan itu sendiri. Konsekuensinya adalah
dalam perumusan tindak pidana tidak harus ditegaskan ‘dengan
sengaja’ atau ‘karena kealpaan’. Kata dengan sengaja dalam rumusan
delik merupakan alat bantu dalam menafsirkan rumusan delik, yang
suatu waktu dapat dikeluarkan dari rumusan delik dan ditempatkan
dalam aturan umum, demikian pula halnya dengan kealpaan. Dengan
demikian, apabila kesalahan dilihat menurut teori normatif, terbuka
kemungkinan untuk mengakui indikator lain untuk menentukan adanya
kesalahan selain psikologis pembuat.
Sistem normatif ini menentukan apakah seseorang karenanya
dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi
pidana. Menurut Fletcher, dengan demikian jika kesalahan adalah
dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, maka setiap
pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika pada waktu
melakukan tindak pidana terdapat kesalahan pada diri pembuat. Hal ini
berarti makna asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah tiada
pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.30
30 Ibid. Hlm. 23
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2. Unsur-unsur kesalahan
Adapun unsur-unsur kesalahan yaitu sebagai berikut :
1) Mampu bertanggungjawab
Kesalahan selalu bertalian dengan pembuat tindak pidana.
Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena
sebenarnya dapat berbuat lain. Dicelanya subjek hukum manusia
karena melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap
yang keadaan batinnya normal. Dengan kata lain, untuk adanya
kesalahan pada diri pembuat diperlukan syarat, yaitu keadaan batin
yang normal. Moeljatno mengatakan:
“hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal
sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya
sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam
masyarakat.”31
Di dalam KUHPidana tidak ada ketentuan yang menyebutkan
tentang arti kemampuan bertangung jawab. Yang berhubungan
dengan itu adalah pasal 44 KUHPidana yang berbunyi:
“barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat
dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”.
Menurut Moeljatno kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan
karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat
mudah atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai.32
31 Chairul Huda, Op.Cit. Hlm. 91.
32 Moeljatno, Op.Cit. Hlm. 178.
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Hanya dalam Memorie van Toelichting (MvT) diterangkan
secara negatif bahwa tidak mampu bertanggung jawab dari
pembuat adalah:
a) Dalam hal pembuat tidak diberi kesempatan memilih
antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-
undang dilarang dalam hal perbuatan yang dipaksa
(dwang handeliingen)
b) Dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu
sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya
bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat
perbuatannya (nafsu patologis, gila, pikiran tersesat, dan
sebagainya).33
Van Hamel mengatakan bahwa orang mampu bertanggung-
jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu :
a) mampu untuk menginsafi makna dan akibat sungguh-
sungguh dari perbuatannya sendiri.
b) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu
bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
c) Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam
melakukan perbuatan.34
Sedangkan, menurut Moeljatno untuk adanya kemampuan
bertanggungjawab harus ada :
a) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan
yang baik dan yang buruk; yang sesuaihukum dan yang
melawan hukum
b) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut
keinsafan tentng baik dan buruknya perbuatan tadi. 35
Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur
kesalahan, karenanya seharusnya untuk membuktikan adanya
kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar dan
33 Tolib Setiady, Op.Cit. Hlm. 158
34 Ibid. Hlm. 159.
35 Moeljatno, Op.Cit. Hlm. 178
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makan banyak biaya. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang
adalah normal batinnya, dan mampu bertanggung jawab, maka
unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-
tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak
normal.36 Dalam hal ini hakim harus memerintahkan pemeriksaan
yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa tersebut sekalipun
tidak diminta oleh pihak terdakwa.
2) Kesengajaan
Tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan
sama sekali dalam KUHPidana. Defenisi kesengajaan dapat dilihat
dalam MvT:
“Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada
barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan
dikehendaki dan diketahui”.37
Adapun mengenai arti kata dikehendaki dan diketahui,
terdapat dua aliran, yaitu:
a) Teori kehendak (wilstheorie) yaitu yang paling tua dan pada
masa timbulnya teori yang lain mendapat kuat dari Von
Hippel, guru besar di Gottingen, Jerman. Di negeri Belanda
antara lain dianut oleh Simons.
b) Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang kira-kira tahun
1910 diajarkan oleh Frank, guru besar di Tubingen, Jerman
dan mendapat sokongan kuat dari Von Liszt. Di Nederland,
penganutnya antara lain adalah Von Hamel.38
Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak
yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan
36 Ibid.
37 Ibid.
38 Ibid. Hlm 185
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dalam wet, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan
adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur
yang diperlukan menurut rumusan wet.39 Selanjutnya tentang
kedua teori tersebut, Pompe menulis:
“perbedaan tidak terletak pada kesengajaan untuk
mengadakan kelakuan (positif maupun negatif) itu sendiri
yang oleh dua-duanya disebut kehendak, tetapi terletak
dalam kesengajaan terhadap unsur-unsur lainnya (sejauh
harus diliputi kesengajaan), yaitu akibat dan keadaan yang
menyertainya.”40
Van Hattum  mengatakan bahwa willen tidak sama dengan
weten. Jadi, ‘dengan sengaja’ dan ‘willens’ dan ‘wetens’ tidak sama.
Seseorang yang willen (hendak) berbuat sesuatu belum tentu
menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh
terjadi karena perbuatan tersebut. 41
Kadang-kadang undang-undang sendiri memakai istilah lain
disamping istilah “dengan sengaja” seperti “mengetahui bahwa”
(wetende dat) sebagaimana dalam Pasal 220 KUHPidana, atau
tahu tentang (kennis dragende van) sebagaimana tercantum dalam
pasal 164 KUHPidana. Dengan kata-kata itu dimaksudkan sama
dengan istilah “dengan sengaja” (opzettelijk).42
Pembuat undang-undang sering pula memakai istilah
“dengan maksud” (oogmerk) sebagai terjemahan istilah Jerman
“Absicht” yang diartikan sebagai tujuan terdekat sipembuat.
39Ibid.
40Ibid. Hlm. 114.
41 Andi Hamzah, Op.Cit.
42 Ibid. Hlm. 117
21
Menurut Van Hattum, opzet (sengaja) secara ilmu bahasa hanya
oogmerk, dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-
undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en
wetens (menghendaki dan mengetahui).43
Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu
niat (voornemen) dan dengan rencana lebih dahulu (met
voorberachterade).44 Yang termasuk bagian subyektif di samping
niat, juga “dengan rencana lebih dahulu” seperti pada Pasal 340
KUHPidana yang merupakan bentuk khusus pembunuhan dengan
sengaja seperti tercantum di dalam Pasal 338 KUHPidana. Secara
tradisional, dikenal tiga jenis sengaja, yaitu:
1) Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk)
2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met
bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid)
3) sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi (opzet met waar-
schijnlijkheidsbewustzijn). Secara tradisional penulis-penulis
hukum pidana seperti Noyon-Langemeijer, Jonkers, dan lain-
lain menyamakan sengaja bentuk ini dengan “sengaja
dengan kemungkinan terjadi” (opzet met
mogelijkheidsbewustzijn) atau disebut juga sengaja
bersyarat (voorwaardelijk opzet) atau dolus eventualis.45
Sengaja sebagai maksud merupakan bentuk sengaja yang
paling sederhana. Vos mengatakan:
“sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki
akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan
perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat
perbuatannya tidak akan terjadi.46
43 Ibid.
44 Ibid. Hlm. 118.
45 Ibid. Hlm. 124.
46 Moeljatno, Op.Cit. Hlm. 192
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Sedangkan menurut Moeljatno:
“kesengajaan sebagai maksud yaitu hubungan antara
perbuatan dan kehendak atau volition terdakwa. Dalam
praktik, bentuk sengaja inilah yang palling mudah untuk
dibuktikan.”47
Sengaja dengan kepastian terjadi itu pembuat yakin bahwa
akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya
akibat yang tidak dimaksud. Menurut teori kehendak, apabila
pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta
mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat
digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan
terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian
terjadi. Menurut teori pengetahuan atau membayangkan, apabila
bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta
mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki
tetapi juga tidak dapat dielakkan maka orang itu melakukan
sengaja dengan kepastian terjadi.
Sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi atau sengaja
dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat atau dolus
eventualis oleh Hazelwinkel-Suringa diuraikan secara terpisah.
Sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi diuraikan tersendiri dari
sengaja dengan kemungkinan terjadi. Yang terakhir ini yang
disebut juga sengaja bersyarat atau dolus eventulis. Sedangkan
apa yang disebut sengaja dengan kemungkinan terjadi atau
47 Ibid.
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sengaja bersyarat menurut Hazewinkel-Suringa, terjadi jika
pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada
kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya
terjadi.48
Pompe berusaha menarik perbedaan antara sengaja dengan
kemungkinan terjadi di satu pihak dan sengaja dengan kepastian
terjadi di lain pihak. Pompe mengatakan:
“tiada seorangpun yang dapat mengetahui tentang akibat
perbuatannya itu, pembuat hanya dapat mengerti atau dapat
menduga bagaimana akibat perbuatannya itu, atau hal-hal
apa yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat
perbuatannya. Tetapi menentukan adanya ‘mengerti’ dan
‘menduga’ harus didasarkan pada ukuran obyektif.”49
Teori Pompe yang disebut waarschijnlijkheidstheorie ini
dibantah oleh Van Hattum yang mengatakan:
“karena teori ini memakai ukuran obyektif, kurang
memperhatikan hubungan kausal antara perbuatan, akibat,
dan jiwa pembuat. Baik menurut teori kehendak maupun
teori membayangkan ajaran Pompe belum membuktikan hal
dalam pikiran pembuat benar-benar ada maksud untuk
bertindak dengan sengaja., yaitu sengaja dengan kesadaran
pasti terjadi.”50
4) Kelalaian (culpa)
Undang-undang tidak memberi defenisi apakah kelalaian itu.
Dalam MvT dijelaskan bahwa kelalaian (culpa) itu dipandang lebih
ringan dibanding dengan sengaja, bahwa culpa itu terletak antara




sengaja dan kebetulan.51 Oleh karena itu, Hazewinkel-Suringa
mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu
(quasidelict) sehingga diadakan pengurangan pidana,.52 Dalam
MvT dikatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan
sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan
siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti tidak
mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.
Van Hamel membagi culpa atas dua jenis :
a. Kurang melihat ke depan yang perlu
b. Kurang hati-hati yang perlu.53
Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan
secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang
akan terjadi. Yang kedua misalnya ia menarik picu pistol karena
mengira tidak ada isinya padahal ada. Vos meneritik pembagian
Van Hamel  mengenai culpa ini dengan mengatakan tidak ada
batas yang tegas antara kedua bagian tersebut, ketidakhati-hatian
itu sering timbul karena kurang melihat ke depan. Oleh karena itu
Vos membuat pembagian juga, yaitu kalau Van Hamel
membedakan dua jenis culpa, maka Vos membedakan dua unsur
(elemen) culpa itu. Yang pertama ialah terdakwa dapat melihat ke
depan yang akan terjadi. Yang kedua, ketidakhati-hatian (tidak
51 Muladi, Dwija Priyanto. Pertanggungjawaban pidana korporasi. (Jakarta:
Kencana, 2010). Hlm. 79
52 Andi Hamzah. Op.Cit. Hlm. 127
53 Muladi, Dwija Priyanto. Op.Cit..Hlm. 79
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dapat dipertanggung jawabkan) perbuatan yang dilakukan (atau
pengabaian) atau dengan dengan kata lain harus ada perbuatan
yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian dilakukan.54
Menurut Vos selanjutnya bahwa dapat melihat ke depan
suatu akibat merupakan syarat subyektif (pembuat harus dapat
melihat ke depan). Tetapi culpa itu adapula segi obyektifnya, yaitu
sesudah dilakukan perbuatan, dikatakan pembuat dapat melihat ke
depan akibatnya jika seharusnya telah diperkirakan. Sebagai orang
normal dari sekelompok orang yang dapat melihat ke depan akibat
itu. Jadi, seorang professional dipandang lebih dapat melihat ke
depan dibanding orang awam.55
Hazewinkel Suringa menyebut adanya segi subyektif dan
obyektif culpa itu. Unsur subyektif misalnya mentalitasnya,
kecakapannya, lekas marah, tergesa-gesa, dan sebagainya. Sebe-
narnya terjadi batas yang sangat tipis antara yang culpa yang
disadari dan sengaja kemungkinan (sengaja bersyarat). Persamaan
keduanya baik culpa yang disadari maupun sengaja kemungkinan
(sengaja bersyarat) pembuat dapat melihat ke depan kemungkinan
akibat perbuatannya. Perbedaannya ialah pada culpa yang disadari
pembuat sama sekali tidak menghendaki akibat atau keadaan yang
54Andi Hamzah, Op.Cit. Hlm. 128
55Ibid.
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berhubungan dengan itu. Ia melakukan kesalahan dengan kesa-
daran dapat menghindari akibatnya.56
Menurut Hezewinkel-Suringa, yang sulit pada culpa yang
tidak disadari adalah pembuktiannya. Harus diperhatikan banyak
petunjuk tentang data yang menimbulkan bahaya itu.57 Di dalam
undang-undang (KUHPidana) biasanya di samping disebut delik
sengaja pada suatu rumusan disebut pula delik culpa pada
rumusan berikutnya. Namun, tidak semua macam delik ada bentuk
culpa nya disamping sengaja, misalnya delik perkosaan (Pasal 285
KUHPidana) tidak ada bentuk culpanya.
Disamping bentuk sengaja dan kelalaian yang terpisah
dalam pasal undang-undang yang berbeda, biasanya berurutan
sesudah rumusan yang memuat sengaja diikuti oleh rumusan yang
mengandung kelalaian (culpa), juga ada yang berisi bagian inti
delik baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang dengan
kelalaian (culpa) dengan ancaman pidana yang sama di dalam
suatu rumusan, misalnya delik penadahan (Pasal 480 KUHPidana).
Delik kelalaian dalam rumusan undang-undang ada dua
macam, yaitu delik kelalaian (culpa) yang menimbulkan akibat
(Culpose gevolgsmisdrijven) dan yang tidak menimbulkan akibat,
tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-
hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah
56 Ibid. Hlm. 134
57Ibid. Hlm. 135.
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dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat dengan
terjadinya akibat itu maka terjadilah delik kelalaian, sedangkan bagi
yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau
ketidakhati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.
5) Tidak Adanya Alasan Pemaaf
Pada dasarnya alasan pemaaf adalah merupakan salah satu
bentuk dari alasan-alasan peniadaan (penghapus) pidana
(strafuitsluitings gronden). KUHPidana yang berlaku sekarang ini
tidak membedakan dengan jelas pembagian tentang alasan
penghapus pidana sebagai alasan yang dapat menghilangkan atau
menghapuskan kesalahan pelaku, atau alasan yang dapat
menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukumnya
perbuatan yang dilakukan.
KUHPidana hanya merumuskan tentang orang-orang yang
tidak boleh dihukum/dipidana, di dalam Bab III Buku kesatu di
bawah judul “pengecualian, pengurangan, dan pemberatan
hukuman”. Tidak jelasnya pembedaan tentang pembagian alasan
penghapus pidana dalam KUHPidana pidana ini tentu akan
membawa pengaruh kepada putusan hakim, putusan yang kurang
tepat.58. Oleh karena itu, agar supaya tidak terjadi kekeliruan maka
alasan penghapus pidana ini harus dilihat dari berbagai sudut
pandang.
58 Hamdan, Alasan Penghapus Pidana, (Medan: Refika Aditama, 2012), Hlm. 29.
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Perbedaan antara alasan pembenar dan pemaaf dapat
dilihat dalam doktrin atau pendapat ahli hukum, yang sangat
diperlukan dalam hal terjadinya penyertaan atau keikutsertaan
dalam suatu tindak pidana. Apabila tidak dipidananya seseorang
yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik
disebabkan karena tidak sepantasnya orang itu dicela, tidak
sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia
tidak sepantasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat
memaafkannya.59
Dari sudut pandang doktrin, alasan penghapus pidana dapat
dibagi menjadi dua, yaitu alasan penghapus pidana yang
merupakan alasan pemaaf dan yang kedua alasan penghapus
pidana yang merupakan alasan pembenar.60 Alasan penghapus
pidana yang merupakan alasan penghapus pidana adalah alasan-
alasan yang menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku
atau terdakwa. Oleh karena alasan ini menyangkut tentang
kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini hanya
berlaku untuk diri pribadi sipelaku atau terdakwa, sedangkan alasan
penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar adalah
alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum
perbuatannya. Oleh karena alasan penghapus pidana ini
59 Roeslan Saleh, Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian
Dasar Dalam Hukum Pidana. (Jakarta: Aksara Baru, 1983) Hlm. 126.
60 Hamdan, Op.Cit.
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menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk
semua orang yang melakukan perbuatan tersebut.
Kedua istilah dasar alasan pembenar (rechtvaardigings-
ronden) dan alasan pemaaf (schuldduitsluitingsgronden) sangat
penting bagi acara pidana, sebab apabila alasan pembenar itu ada
atau perbuatan itu tidak melawan hukum, sedangkan melawan
hukum merupakan bagian inti delik, maka putusannya ialah bebas,
sedangkan kalau kesalahan tidak ada atau alasan pemaaf ada,
maka putusannya ialah bebas dari segala tuntutan hukum.61
Menurut Van Bemmelen, terdapat perbedaan dalam hal ini,
yaitu jika alasan pembenar meniadakan unsur melawan hukum
berarti perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana. Ini berarti jika
terjadi penyertaan, orang tersebut tidak dipidana. Lain halnya
dengan dasar pemaaf yang meniadakan unsur kesalahan atau
unsur subyektif, jika terjadi penyertaan, tetap dapat dipidana (kalau
yang ikut serta itu dapat dipertanggungjawabkan).62
Berkaitan dengan adanya alasan pembenar dan alasan
pembenar ini, maka meskipun perbuatan seseorng itu telah
memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan
yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersang-
kutan tidak dihukum (dipidana). Alasan pembenar dan pemaaf ini
adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari
61 Andi Hamzah, Op.Cit.hlm. 5-6,
62Ibid.
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perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga dapat
berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukum.
Dari segi sumbernya, alasan penghapus pidana ini dapat
dibagi dua kelompok besar, alasan penghapus pidana yang
bersumber dari dalam peraturan perundang-undangan, yaitu yang
bersumber dari KUHPidana dan yang bersumber dari luar
peraturan perundang-undangan, yaitu sumber hukum yang tidak
tertulis yang telah dianut dalam yurisprudensi.63
C. Kecelakaan Lalu Lintas
Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan
bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan.
Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian.
Menurut World Health Organization (WHO), kecelakaan akibat
mengabaikan aturan lalu lintas telah menelan korban jiwa sekitar 2,4 juta
jiwa manusia setiap tahunnya. Jumlah kematian tersebut menduduki
peringkat ketiga sebagai penyebab kematian setelah HIV/AIDS dan
TBC.64
Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 UU LLAJ angka 24
menyebutkan:
“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak
diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau
tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia
dan/atau kerugian harta benda”.
63 Ibid.Hlm. 38.
64 http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm. Diakses tanggal 29 April
2014 Pukul 19.25 WITA.
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Kecelakaan lalu lintas sendiri di dalam Pasal 229 ayat (1) UU LLAJ
berdasarkan karakteristiknya dapat digolongkan ke dalam tiga golongan,
yaitu:
a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan
kerusakan barang dan/atau barang;
b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang menga-kibatkan
luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang; atau
c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan
korban meninggal dunia atau luka berat.
Berdasarkan data Ditlantas Polri tahun 2009, penyebab kecelakaan
lalu lintas yang dominan adalah kesalahan manusia/pengemudi yang
presentasenya mencapai 85%. Penyebab berikutnya adalah faktor
kendaraan 4%, jalan dan prasarana 3%, pemakai jalan lainnya 3%, factor
lingkungan dan sebagainya 5%. Dari 85% tersebut, modus kesalahan
yang dilakukan pengemudi, penyebab terbesar terjadinya tabrakan adalah
pengemudi tidak sabar dan tidak mau mengalah (26%), menyalip atau
mendahului (17%), berkecepatan tinggi (11%), Sedangkan penyebab
lainnya seperti perlanggaran rambu, kondisi pengemudi dan lain-lain
berkisar antara 0,5 sampai 8%.65
65 Taryadi Sum. 85% Kecelakaan Lalu Lintas Karena Human Error. 2011.
http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2011/12/28/85-kecelakaan-lalu-lintas-karena-




Inti daripada metodologi penelitian dalam setiap penelitian hukum
adalah menguraikan tentang tata cara suatu penelitian hokum itu harus
dilaksanakan. Sebagai uraian tentang tata cara (teknik) penelitian yang
harus dilakukan, maka metodologi penelitian hukum pada pokoknya
mencakup uraian sebagai berikut.
A. Tipe Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum, yang dengan demikian
bersifat normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.66
Pada penelitian ini, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam
(ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.
B. Pendekatan
Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan
perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian
yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani67. Dalam
penelitian hukum ini, penulis berusaha menelaah peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti,
66 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan
Singkat. (Jakarta: Rajawali Pers. 2011). Hlm. 13-14
67 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm.93.
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kemudian penulis melengkapinya dengan pendekatan kasus (case
approach), yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus
yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap68, yaitu putusan-
putusan kasus yang diputus tahun 2009 sampai 2013 oleh Pengadilan
Negeri Bulukumba.
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, maka dari itu untuk
memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa
yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.69 Sumber-
sumber penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini
terdiri dari bahan hukum dan bahan non-hukum, sebagaimana yang
dimaksud oleh penulis sebagai berikut:
1. Bahan hukum primer berupa kitab undang-undang hukum pidana
(KUHPidana), perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan
putusan-putusan hakim.
2. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar
atas putusan pengadilan.
68 Ibid. Hlm. 94.
69 Ibid. Hlm. 141.
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3. Bahan non-hukum berupa bahan yang bersumber dari responden yang
berkaitan dengan penelitian yaitu melalui wawancara terhadap hakim
Pengadilan Negeri Bulukumba.
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah :
1. Studi dokumentasi (bahan hukum)
Bahan hukum primer dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi,
yaitu dengan membaca dan menelaah beberapa buku dan literatur
yang berkaitan dengan penelitian terutama putusan hakim.
2. Wawancara (bahan non-hukum)
Bahan non-hukum dikumpulkan dalam bentuk tanya jawab yang
dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah
Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang menangani kasus
Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.
E. Analisis Bahan Hukum
Setelah semua bahan dikumpulkan, baik bahan hukum yakni bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan non-hukum
diperoleh, maka bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif
kualitatif dengan menggunkan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang
bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-
kalimat dipisahkan menurut kategori untuk menarik kesimpulan dari bahan
yang telah diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui penerapan
hukum pidana materiil dan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim
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dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang
mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas di Kabupaten
Bulukumba yang terjadi tahun 2012-2013.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pengemudi Kendaraan Yang
Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas
Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UULLAJ adalah
suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan
kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia
dan kerugian harta benda. Adanya kecelakaan merupakan faktor
kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai
mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang
karena kealpaannya yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan
bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana.
Berkaitan dengan masalah ini unsur kealpaan memainkan peranan
penting, masalah-masalah kealpaan pada kitab undang-Undang Hukum
Pidana (KUHPidana) telah diaur dalam Bab XXI dari buku II mulai dari
pasal 359 sampai dengan pasal 361.
Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang karena
kealpaannya menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHPidana,
yakni:
“barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang
lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
pidana kurungan paling lama satu tahun.”
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R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan:
“Matinya orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa,
akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada
kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa).”70
UULLAJ memuat ketentuan-ketentuan pidana yang lebih tinggi.
Sanksi bagi pelaku yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain
meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UULLAJ yang berbunyi:
“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
mengakibatkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
Dengan lahirnya UULLAJ Tahun 2009 ini, manakala ada
kecelakaan lalu lintas, dapat menggunakan pasal yang mengatur
kecelakaan lalu lintas sesuai dengan pasal 310 atau pasal 311 UULLAJ.
Jadi tidak lagi hanya menggunakan pasal kelalaian atau kealpaan
sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP.
Atas kedua aturan tersebut di atas, apabila dalam kasus
kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian bagi seseorang, maka
menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan
tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam UULLAJ, sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa:
70 R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. 1988. Hal. 248.
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“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang
umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya
yang khusus itulah yang diterapkan.”
Acuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam
UULLAJ sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum
dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili menerapkan
ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dengan ancaman pidana
paling lama 6 (enam) tahun dan bukan menggunakan Pasal 359
KUHPidana.71
Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana
lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin
Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu
lintas.72
Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UULLAJ berdasarkan
isinya adalah sebagai berikut :
1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
1. Unsur Setiap orang
71 http://hukum.kompasiana.com/2013/01/04/pertanggungjawaban-hukum-pidana-
dalam-kasus-pengemudi-kendaraan-yang-mengakibatkan-kecelakaan-lalu-lintas--
521380.html. Diakses Tanggal 21 Juni 2014 Pukul 16.00 WITA.
72 lihat Pasal 314 UU LLAJ
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Yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” menurut putusan
Mahkamah Agung RI no. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata
“setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi
yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah setiap orang atau pribadi yang
merupakan subyek hokum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau
subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai
pertanggungjawaban atas segala tindakannya.73
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 10 UULLAJ adalah:
“kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan
oleh peralatan  mekanik berupa mesin selain kendaraan yang
berjalan di atas rel.”
Sedangkan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UULLAJ
adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja
melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
Undang-undang tidak tidak memberikan penjelasan yang dimaksud
karena kelalaiannya atau karena kealpaannya. Menurut MvT, dalam hal
kealpaan pada diri pelaku terdapat:
- kekurangan pemikiran yang diperlukan
- kekuarangan pengetahuan yang diperlukan
- kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan
73 Putusan Nomor 35/Pid.B/2012/PN.Blk. Hlm. 6.
40
3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia
Pengertian mati di sini adalah suatu hal yang tidak dimaksud sama
sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematiannya tersebut diakibatkan karena
kelalaian dan kekurang hati-hatian dari terdakwa sebagaimana yang
terdapat dalam unsur kedua yang telah dijelaskan.
Lain lagi jika dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi,
pengemudi tersebut mengemudikan kendaraan dalam kondisi tertentu
yang bisa membahayakan orang lain, ancaman hukuman pidananya lebih
tinggi apabila korbannya meninggal dunia, yaitu ancaman hukumannya 12
tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UULLAJ,
yang berbunyi:
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mengakibatkan orang lain mati, pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak
Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”
Berikut Penulis sajikan kronologis kasus serta analis penulis
terhadap beberapa perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri
Bulukumba:
1. Putusan Nomor 17/PUT.PID.B/2012/PN-BLK.
Bahwa ia terdakwa FAISAL ALIAS GONRONG BIN JUMADING
pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekitar pukul 18.30 WITA.
pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Dusun
Samaenre, desa Bulo-Bulo Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten
Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih
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termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba
“terdakwa FAISAL ALIAS GONRONG BIN JUMADING yang
mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang
lain meninggal dunia yakni korban Cangki bin Lampe”, yang
kejadiannya sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,
terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra nomor
Polisi DD 6379 DC dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam
bergerak dari arah Timur ke Barat atau dari arah Salassae
menuju arah Buhung Pute dan korban yang mengendarai
sepeda motor Honda tanpa plat bergerak darai arah Barat ke
Timur dengan kecepatan 10 km/jam dan pada kondisi jalan
yang bergelombang, namun terdakwa tidak mengurangi
kecepatan sepeda motornya sehingga terdakwa tidak dapat
menguasai sepeda motor yang dikemudikannya sampai
akhirnya terjatuh kemudian sepeda motor terdakwa terseret ke
jalur sebelah kanan jalan yang merupakan jalur yang dilalui oleh
korban dan menabrak sepeda motor korban;
- Akibat kecelakaan tersebut korban Cangki Bin Lampe dibawa ke
Puskesmas Tanete Kabupaten Bulukumba dan meninggal dunia
berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 033/445/PKM-
TNT/VER/XI/2011 Tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa dan
ditanda tangani oleh dr. Isnawati Alief, dokter Puskesmas
Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan
hasil pemeriksaan:
o Korban diperiksa dalam keadaan telah meninggal dunia
o Terdapat luka lecet di punggung tangan sebelah kanan
o Terdpat luka memar di samping lutut sebelah kanan
bagian dalam
o Terdapat luka lecet di lutut sebelah kanan
o Terdapat luka robek di atas lutut sebelah kiri ukuran P;12
cm, D 5 cm
o Terdapat luka robek di lutut sebelah kiri ukuran 3 cmx 1
cm
o Terdapat luka robek di bawah lutut sebelah kiri ukuran P1
cm, D ½ cm
o Terbang tulang tibia dan fibula patah di daerah sepertiga
bagian ujung bawah tulang betis sebelah kiri
o Terdapat luka robek di atas pergelangan kaki sebelah kiri
bagian dalam ukuran P 5 cm D samping tulang




Sebagaimana telah Penulis paparkan sebelumnya, aturan
mengenai pertanggunggjawaban pidana berfungsi sebagai penentu
syarat-syarat yang harus ada pada diri sesorang, dalam hal ini
Terdakwa Faisal Alias Gonrong Bin Jumading sehingga sah jika
dijatuhi pidana. Dalam hal ini, ada tidaknya kesalahan merupakan
faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana.
- Kemampuan bertanggung jawab
Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan,
karenanyau ntuk membuktikan adanya kesalahan, unsur ini
harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar dan memakan banyak
biaya, oleh sebab itu pada umumnya orang adalah normal
batinnya dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini
dianggap diam-diam selalu ada, kecuali ada tanda-tanda bahwa
terdakwa Faisal Alias Gonrong Bin Jumading mungkin jiwanya
tidak normal. Dalam Hal ini Hakim tidak menemukan tanda-
tanda tersebut sehingga terdakwa haruslah dinyatakan mampu
bertanggung jawab.
- Unsur Kelalaian
Menurut Penulis berdasarkan kronologi tersebut di atas,
Terdakwa Faisal Alias Gonrong Bin Jumading telah lalai dalam
mengemudikan kendaraannya karena dengan kondisi jalan
yang bergelombang, seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati
serta sadar dan menduga akan timbul suatu akibat jika
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mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi yaitu 70
km/jam di jalan yang bergelombang namun terdakwa tidak
mengurangi kecepatan sepeda motornya sehingga
mengakibatkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan
kendaraannya sehingga terjatuh dan mengakibatkan
kecelakaan kemudian sepeda motor terdakwa terseret ke jalur
sebelah kanandan menabrak sepeda motor korban. Sehingga
menurut Penulis unsur ini telah terpenuhi karena kekurang hati-
hatian atau lalai (culpa) yang dilakukan oleh terdakwa telah
mengakibatkan matinya orang lain.
- Alasan Pemaaf
Berdasarkan fakta-fakta serta keterangan saksi, Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari
pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar
maupun alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan
hukum dari perbuatan terdakwa maka menurut Penulis
Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana secara
adil dan setimpal sesuai dengan perbuatannya.
2. Putusan No:124/PID.B/2013/PN.BLK
Terdakwa:
Nama : TERDAKWA ANAK
Tempat Lahir : Bulukumba
Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun / 30 September 1996
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Kronologis:
Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA ANAK, pada hari Jumat tanggal
07 Juni 2013 sekira pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada
waktu-waktu lain antara bulan Juni tahun 2013 atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2013, bertempat di
Dusun Passimbungan, Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kab.
Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain
yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB
Bulukumba, “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan orang lain yaitu korban AHMAD JAIS PAJERI BIN
MUH. ILYAS (Alm) meninggal dunia”,yang uraian kejadiannya
sebagai berikut:
Berawal ketika korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) BIN
MUH. ILYAS datang ke rumah saksi RISWANDI BIN SAINUDDIN
dengan tujuan untuk membeli pulsa, kemudian setelah membeli
pulsa,  korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) bermaksud untuk
pulang ke rumahnya dan saat itu pula, saksi RISWANDI ikut
bersama korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) dimana jarak antara
rumah saksi RISWANDI dengan rumah korban AHMAD JAIS
PAJERI (Alm) kurang lebih berjarak 100 meter, ketika dalam
perjalanan menuju rumah korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm)
dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol. DD 2986
WN yang dikendarai oleh korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) yang
bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan 20 Km/Jam
belum sampai ditempat tujuan korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm)
bermaksud untuk membelokkan sepeda motor yang dikendarainya
ke kanan dan belum sempat membelokkan kendaraannya tersebut
dari arah yang berlawanan (bergerak dari arah selatan ke utara)
tiba-tiba muncul sepeda motor Suzuki Axello No.Pol. DD 4086 HK
dengan kecepatan 80 Km/Jam menggunakan perseneling gigi 4
(empat) yang dikendarai oleh terdakwa yang belum memiliki SIM
(Surat Ijin Mengemudi) dan boncengannya saksi ARWAN BIN LISU
melambung mengambil jalur ke kanan, melihat hal tersebut
kemudian korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) berniat untuk
menghindar dengan mengambil jalan agak ke tengah akan tetapi
terdakwa bukannya menghindar akan tetapi kembali ke jalurnya
karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya terdakwa dalam
mengendarai sepeda motornya tersebut dengan tidak bias
mengendalikan laju sepeda motor yang dikendarainya sehingga
terjadi tabrakan persis di tengah jalan.
Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas sehingga pada saat itu korban AHMAD JAIS
PAJERI (Alm) sudah dalam keadaan terbaring di tengah jalan dan
tidak sadarkan diri serta mengeluarkan darah di hidung, telinga dan
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mulut kemudian oleh saksi MUH.ILYAS BIN H. KASO (ayah
korban) korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) dibawa ke rumah untuk
kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba.
Karena luka-luka yang diderita korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm)
tersebut sangat parah dalam perjalanan ke RSUD Bulukumba
korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) meninggal dunia yang
diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 14/RSUD-
BLK/06.VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Dr. H. MUHAMMAD BAKRI selaku dokter
Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA
Bulukumba dengan hasil :
Hasil Pemeriksaan :
• Bengkak dan kebiruan pada mata kanan dan kiri .
• Bengkak dan patah tulang pada daerah hidung.
• Keluar darah dari lubang hidung.
• Keluar darah dari telinga kanan dan kiri.
• Bengkak dan patah tulang tertutup pada tungkai bawah tangan
kiri.
Kesimpulan: Korban meninggal disebabkan ruda paksa trauma
tumpul.
Analisis Penulis:
Untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pertang-
gungjawaban pidana, harus terdapat kesalahan. Oleh karena
berikut Penulis uraikan unsur-unsur kesalahan dalam kasus
tersebut di atas.
- Kemampuan bertanggung jawab
Untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur ini harus
dibuktikan pula. Ini sangat sukar dan memakan banyak biaya,
seperti yang telah Penulis tuliskan sebelumnya dalam kasus
pertama oleh sebab itu pada umumnya orang adalah normal
batinnya dan mampu bertanggung jawab. Dalam Hal ini Hakim
tidak menemukan tanda-tanda bahwa terdakwa memiliki
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kelainan batin sehingga menurut Penulis unsur ini telah
terpenuhi dan terdakwa dapat diperanggungjawabkan secara
pidana.
- Unsur Kelalaian
Berdasarkan kronologi tersebut di atas, Terdakwa Anak telah
lalai dalam mengemudikan kendaraannya karena selain
terdakwa belum mempunyai kompetensi untuk mengendarai
kendaraan (tidak ada SIM), pada saat akan terjadi tabrakan
Terdakwa menggunakan jalur sebelah kanan dan tidak
berusaha menghindar tetapi kembali ke jalurnya sehingga
terjadi kecelakaan, selain itu Terdakwa juga memperbaiki Helm
saat kendaraan dalam keadaan bergerak sehingga kurang
memperhatikan kendaraan yang melaju dari arah depan,
seharusnya Terdakwa menghentikan motornya terlebih dahulu
untuk memperbaiki posisi helmnya. Sehingga menurut Penulis
unsur ini telah terpenuhi karena kekurang hati-hatian atau lalai
(culpa) yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan
matinya orang lain.
- Alasan Pemaaf
Berdasarkan fakta-fakta serta keterangan saksi, Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari
pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar
maupun alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan
47
hukum dari perbuatan terdakwa maka menurut Penulis
Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana secara
adil dan setimpal sesuai dengan perbuatannya.
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan dalam Kasus
Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian
Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah
dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat
berbentuk tertulis ataupun lisan.74 Sedangkan putusan pengadilan adalah
pernyataan Hakim di siding pengadilan yang dapat berupa pemidanaan,
atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum.75
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan dalam
Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian
Dalam proses pengambilan keputusan, Hakim yang
bersangkutan mengutarakan pendapat dan uraiannya dimulai
dengan pengamatan dan penelitiannya tentang hal formil barulah
kemudian tentang hak materiil, yang kesemuanya didasarkan atas
surat dakwaan penuntut umum. Hal-hal formil umpamanya:
o Apakah Pengadlan Negeri berwenang memeriksa perkara
tersebut.
74 Ledeng Marpaung, Proses penanganan perkara pidana (di kejaksaan dan
pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi). Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hal 129.
75 Andi Hamzah. Terminologi hukum pidana. Jakarta : Sinar Grafika. 2009. Hal 126.
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o Apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat-syarat
o Apakah dakwaan dapat diterima atau tidak
Setelah hal formil, dilanjutkan dengan materi perkara, misalnya:
o Perbuatan mana yang telah terbukti di persidangan, unsur-
unsur perbuatan mana yang terbukti dan apa alat bukti yang
mendukungnya serta mana yang tidak terbukti.
o Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatannya tersebut
o Apakah hukuman yang patut dan adil yang dijatuhkan
kepada terdakwa.
Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan
pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan keputusan
yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan-
pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan
merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan yuridis
ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan
hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur
dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah
memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh
penuntut umum.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus
mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya
berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga
49
pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang
terjadinya kejahatan, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan
dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti
yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan
keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila
sebagai sumber dari aspek hukum.
Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam
menjatuhkan sanksi terhadap para terdakwa, seorang hakim
haruslah memutuskan sebuah putusan dengan pertimbangan yang
berasal dari hati nuraninya lalu kemuadian ke pikirannya agar dapat
menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Bahwa sebelum
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis
perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pembelaan dari seorang terdakwa
2. Dakwaan jaksa penuntut umum
3. Alat bukti yang terbukti di persidangan
4. Unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti
secara sah menurut hukum
5. Ada tidaknya alasan penghapus pidana
6. Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa
7. Hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa
8. Alasan sosiologis bagi terdakwa
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Dari beberapa hal di atas dapat dijadikan dasar
pertimbangan majelis hakim sehingga putusan yang akan
dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan, selain itu perbuatan yang
melawan hukum menurut hukum pidana, dapat dipandang sebagai
teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana.
Sebelum Penulis sampaikan hal-hal yang menjadi
pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya
dalam kasus kecelakaan lalu lintas, berikut penulis sampaikan data
kasus kecelakaan yang terjadi di kabupaten Bulukumba.
Tabel 1
Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi
di Kabupaten Bulukumba
Tahun 2011 2012 2013
Jumlah Kasus 46 9 58
Sumber : Unit Lakalantas Satuan Lalu Lintas Polres
Kabupaten Bulukumba
Dari data di atas, kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di
kabupaten Bulukumba pada Tahun Tahun 2012 mengalami
penurunan sedangkan pada Tahun 2013 mengalami peningkatan
yang sangat tinggi.
Tabel 2







2011 7 6 45 58
2012 1 1 9 11
2013 12 16 39 67
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Jumlah 20 23 93 136
Persen (%) 14.7 16.9 68.4 100
Sumber : Unit Lakalantas Satuan Lalu Lintas Polres
Kabupaten Bulukumba
Berdasarkan data, Jumlah korban akibat kecelakaan lalu
lintas yang terjadi di kabupaten Bulukumba pada tahun 2011
sampai 2013 yang terbanyak adalah korban Meninggal dunia
dengan rata-rata persentase 68.4 persen.
Selanjutnya Penulis sampaikan putusan perkara kecelakaan
lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap yang diputus oleh Pengadilan Negeri
Bulukumba sebagai berikut.
Tabel 3
Data Putusan Tahun 2012
No. Nomor Register Perkara UmurTerdakwa Pidana Denda
1 17/PUT.PID.B/2012/PN.BLK 14 Tahun 6 Bulan
2. 22/PID.B/2012/PN.BLK 34 Tahun 7 Bulan
3. 35/PID.B/2012/PN.BLK 17 Tahun 6 Bulan*
4. 53/PID.B/2012/PN.BLK 21 Tahun 1 Tahun
5. 54/PID.B/2012/PN.BLK 54 Tahun 1 Tahun
2 Bulan
6. 70/PID.B/2012/PN.BLK 19 Tahun 1 Tahun
7. 86/PID.B/2012/PN.BLK 15 Tahun 3 Bulan
10 Hari
Rp.500.000
8. 95/PID.B/2012/PN.BLK 40 Tahun 7 Bulan
9. 130/PID.B/2012/PN.BLK 30 Tahun 1 Bulan
15 Hari
10. 199/PID.B/2012/PN.BLK 38 Tahun 6 Bulan
11. 202/PID.B/2012/PN.BLK 48 Tahun 4 Bulan
12. 203/PID.B/2012/PN.BLK 38 Tahun 2 Bulan
Rata-Rata 6 Bulan
27 Hari
Sumber : Pengadilan Negeri Bulukumba
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Keterangan:
*Pidana tidak perlu dijalani dengan masa percobaan 1 Tahun
Tabel 4
Data Putusan Tahun 2013
No






1. 32/PID.B/2013/PN.BLK 15 Tahun 5 Bulan 10 Hari
2. 46/PID.B/2013/PN.BLK 20 Tahun 1 Tahun
3. 62/PID.B/2013/PN.BLK 32 Tahun 1 Tahun 5
Bulan
4. 106/PID.B/2013/PN.BLK 27 Tahun 9 Bulan*
5. 120/PID.B/2013/PN.BLK 64 Tahun 7 Bulan
6. 121/PID.B/2013/PN.BLK 20 Tahun 8 Bulan










Sumber : Pengadilan Negeri Bulukumba
Keterangan:
*Pidana tidak perlu dijalani dengan masa percobaan 1 Tahun
Dari data di atas, rata-rata vonis atau pidana yang dijatuhkan
pada tahun 2012 adalah kurang lebih 6 Bulan 27 hari (Jumlah
bulan dibagi dengan jumlah kasus) dengan satu diantaranya
merupakan pidana percobaan (35/PID.B/2012/PN.BLK), sedangkan
pada tahun 2013 rata-rata pidana atau vonis yang dijatuhkan
adalah kurang lebih 9 Bulan dengan dua putusan merupakan
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pidana bersyarat (106/PID.B/2013/PN.BLK dan 124/PID.B/2013
/PN.BLK).
Berikut penulis sajikan pertimbangan-pertimbangan Hakim
dalam putusan kasus oleh pengadilan Negeri Bulukumba:
1. Putusan Nomor 17/PUT.PID.B/2012/PN-BLK.
Pertimbangan :
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa
menyatakan benar telah mengemudikan kendaraan bermotor
yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
dan mengakibatkan orang lainmeninggal dunia yakni korban
Cangki Bin Lampe
- Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan
keterangan terdakwa dalam persidangan serta dihubungkan
dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum
sebagai berikut:
o Bahwa terdakwa Faisal Alias Gonrong Bin Jumading
pada hari Sabtu Tanggal 29 oktober 2011, sekitar jam
18.30 WITA bertempat di dusun Samaenre, Desa Bulo-
Bulo, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba,
telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan
mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban
Cangki Bin Lampe dan adapun perbuatan yang dilakukan
oleh terdakwa menabrak Cangki Bin Lampe mengendarai
sepeda motor Honda Supra DD 6379 DC engan
kecepatan + 70km/jam bergerak dari arah Timur menuju
kea rah Barat atau dari arah Salassae menuju kea rah
Buhung Pute sedangkan korban dari arah yang
berlawanan.
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa apat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya.
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan atas
dakwaan pasal 310 ayat (4) Undang-undang N0. 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Jaksa penuntut umum telah mengajukan orang sebagai
terdakwa dan orang tersebut bernama FAISAL ALIAS
GONRONG BIN JUMADING dan setelah dibacakan
identitasnya pada siding pertama oleh jaksa penuntut umum
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serta Hakim ternyata terdakwa tidak mengingkari identitasnya
tersebut
- Bahwa setelah Hakim mengajukan pertanyaan kepada
terdakwa, dimana terdakwa telah mampu menjawab segala
pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, sehingga yang dimaksud
dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah FAISAL ALIAS
GONRONG BIN JUMADING
- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan
mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam dakwaan
pasal 310 ayat (4) UU LLAJ.
- Bahwa saat ini terdakwa masih dalam masa menjalani masa
percobaan  dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang juga
mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan sampai saat ini
terdakwa maupun keluarga terdakwa belum ada perdamaian
dengan keluarga korban Cangki bin Lampe.
- Bahwa oleh karena unsur dari pasal di atas terbukti, maka
secara hukum terdakwa dapat dikatakan bersalah dan sebagai
konsekuensi hukumnya maka terdakwa harus dinyatakan
terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan
oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari
pasal tersebut di atas, yang di dakwakan kepadanya, sehingga
Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan
terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan
pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan
sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa
haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana secara adil dan
setimpal sesuai perbuatannya, oleh karenanya hakim
berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa harus
dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Bahwa oleh karena terdakwa menurut hakim menyesali
perbuatannya dan tidak ada perdamaian dengan korban
- Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang
memberatkan dan hal-hal yang meringankan
o Hal-hal yang memberatkan
 Perbuatan terdakwa meninggalkan duka yang
dalam pada keluarga korban
 Terdakwa sudah pernah diproses hukum dengan
perkara yang sama dan saat ini masih tahap
menjalani hukuman
 Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi
(SIM)
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o Hal-hal yang meringankan
 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan
mengakui perbuatannya
 Terdakwa menyesal telah mengakibatkan korban
meninggal dunia
 Terdakwa masih di bawah umur dan masih
berstatus sebagai pelajar serta diharapkan masih
dapat memperbaiki diri dan masa depannya.
Mengadili:
1. Menyatakan terdakwa Faisal Alias Gonrong Bin Jumading telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,
mengakibatkan orang lain meninggal dunia”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selam 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
penjara yang dijatuhkan
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra nomor
polisi DD 6379 DC
b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa plat
Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak.
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
2. Putusan No:124/PID.B/2013/PN.BLK
Pertimbangan Hakim:
- Bahwa berdasarkan persesuaian diantara keterangan saksi-
saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan
dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2013 sekira pukul 18.00
WITA, di Dusun Passimbungan, Desa Anrihua, Kecamatan
Kindang, Kab. Bulukumba, Terdakwa membonceng saksi
ARWAN BIN LISU menggunakan sepeda motor Suzuki Axelo
No.Pol. DD 4086 HK, bergerak dari arah selatan ke utara
dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam dengan posisi
perseneling/gigi 4 dan Terdakwa saat itu menggunakan helm ;
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• Bahwa saat motor sementara berjalan, terdakwa tidak
memperhatikan kendaraan dari depan karena terdakwa
sedang memperbaiki posisi helm terdakwa ;
• Bahwa saat terdakwa selesai memperbaiki posisi helm,
terdakwa melihat dari arah berlawanan atau depan motor
terdakwa, ada motor lain yang bergerak disatu jalur jalan
dengan motor yang terdakwa kendarai ;
• Bahwa motor terdakwa ternyata telah melewati garis tengah
atau berada disebelah kanan dan searah dengan jalur jalan
kendaraan korban yang berlawanan, karena itu terdakwa
langsung berusaha membelokkan motor kembali kearah kiri,
namun kemudian terjadi tabrakan yang mengenai bagian
depan samping kiri motor korban ;
• Bahwa saat tabrakan itu terjadi, terdakwa belum memiliki
SIM ;
• Bahwa masing-masing kendaraan tidak menyalakan lampu
dan tidak membunyikan klakson serta tidak ada suara ban
akibat rem ;
• Bahwa saat tabrakan, sudah sore jelang malam, cuaca
hujan, keadaan jalan baik, rata, beraspal dan lalu lintas sepi ;
• Bahwa data kelahiran terdakwa yaitu tanggal 30 September
1996, yang apabila dihubungkan dengan waktu kejadian
perkara yaitu pada tanggal 7Juni 2013 maka terdakwa saat
terjadinya tabrakan sepeda motor, terdakwa  berusia  16
tahun ;
- Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Hakim
berpendapat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Bahwa
kecelakaan tersebut terjadi karena adanya rangkaian kelalaian
dan kekurang hati-hatian dari terdakwa yang diantaranya
sebagai berikut :
• Bahwa terdakwa belum sepatutnya mengendarai sepeda motor
karena belum cakap atau belum cukup umur (belum 17 tahun)
sehingga belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
• Bahwa terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi
(verseneling/gigi 4) saat terdakwa tidak memperhatikan
keadaan jalan dari arah berlawanan atau di depan terdakwa,
dan terdakwa tidak mengurangi kecepatan atau setidak-tidaknya
berhenti saat terdakwa sedang memegang helm dengan
maksud untuk memperbaiki posisi helmnya ;
• Bahwa pada akhirnya terdakwa menabrak sepeda motor yang
ternyata datang dari arah berlawanan yang dikendarai oleh
korban AHMAD JAIS PAJERI (Alm) hingga akhirnya terjatuh
ditengah badan jalan yang beraspal, bahwa korban AHMAD
JAIS PAJERI (Alm) juga belum memiliki SIM dan saat tabrakan
tidak menggunakan helm
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- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Hakim
berpendapat bahwa terdakwa telah lalai hingga terjadi
kecelakaan lalu lintas, dengan demikian maka unsur
“Mengemudikan kendaraan bermotor karena  kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti secara sah
dan meyakinkan menurut hukum;
- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Hakim
berpendapat bahwa meninggalnya korban AHMAD JAIS
PAJERI BIN MUH. ILYAS (Alm) memiliki keterkaitan yang erat
dengan rangkaian kelalaian dan kekurang hati-hatian terdakwa
hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, dengan
demikian  Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengakibatkan
orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi dan terbukti secara
sah dan meyakinkan menurut hukum;
- Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwan
Primair Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair
tidak akan dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya menurut
hukum dan keyakinan hakim, Terdakwa dapat dinyatakan
bersalah telah melakukan tindak pidana “mengemudikan
kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal
dunia”;
- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama
persidangan dalam perkara ini,  Hakim tidak menemukan hal-hal
yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,
terkecuali bahwa terdakwa adalah seorang yang termasuk
dalam kategori Anak menurut hukum, oleh karenanya Hakim
berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa
harus dipertanggungjawabkan kepadanya, meskipun patut
disadari bahwa anak merupakan individu yang belum dapat
menyadari secara penuh atas tindakan / perbuatan yang
dilakukannya, karena belum matang dalam berfikir;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu
bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah
atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh
karena itu harus dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan Pidana kepada
Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa tujuan utama dari
pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai balas dendam
dari negara terhadap pelaku tindak pidana akan tetapi juga
untuk menciptakan  rasa  keadilan  di  masyarakat  serta  untuk
memberikan   kesadaran kepada pelaku tindak pidana agar
dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi
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kesalahannya dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan
yang terbaik bagi anak ;
- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penjara yang
diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut pendapat Hakim
bahwa pidana penjara merupakan bentuk upaya terakhir yang
perlu diambil apabila upaya pidana lainnya tidak  memadai
untuk memberikan efek kesadaran kepada pelaku tindak pidana
agar dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi
kesalahannya, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam
Undang-Undang No.9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 66 ayat (4) yang mengatur bahwa “Penangkapan,
penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan
sesuaidengan hukum yang berlaku dan hanya dapat
dilaksanakan sebagai upaya terakhir”, maka Hakim berpendapat
bahwapidana bersyarat merupakan salah satu alternatif yang
paling tepat untuk dijatuhkan  kepada  terdakwa,  karena
dengan dijatuhkannya pidana bersyarat, maka dalam jangka
waktu pidana bersyarat tersebut Terdakwa akan lebih berhati-
hati dalam bertindak dan pada akhirnya diharapkan sifat hati-
hati tersebut akan dapat terus dilakukan oleh Terdakwa
meskipun masa pidana bersyarat telah dilalui;
- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal
yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:
Hal-hal yang memberatkan:
• Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
Hal-hal yang meringankan:
• Terdakwa belum pernah dihukum;
• Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap
sopan di persidangan;
• Terdakwa masih sangat muda sehingga masih bisa dibina untuk
menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;
• Terdakwa berstatus sebagai pelajar
- Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 66 ayat (4) UU
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 3 tahun
1997 tentang Pengadilan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Laporan Hasil
Penelitian Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Bulukumba, serta peraturan-peraturan lain yang
berkaitan dengan perkara ini;
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Mengadili:
1. Menyatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA ANAK tersebut di atas,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “Mengemudikan kendaraaan bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan
kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh
karena terdakwa sebelum lampau masa percobaan selama 12 (dua
belas) Bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang
dijatuhkan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila
tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama
1 (satu) bulan dibawah bimbingan petugas Balai Pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kab.Bulukumba;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
• 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Axelo No.Pol. DD 4086 HK
dikembalikan kepada Terdakwa Anak BIN BAPAK DARI
TERDAKWA ANAK melalui Orang Tua Terdakwa Sdr. BAPAK
DARI TERDAKWA ANAK ;
• 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. DD 2986 WN
dikembalikan kepada Orang Tua korban AHMAD JAIS FAJERI
(Alm) yaitu saksi MUH.ILYAS BIN H.KASO;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah)
2. Analisis Penulis
Hakim menentukan suatu hukuman kepada terdakwa
memiliki berbagai pertimbangan. Mengenai hal ini, Mr. M. H,
Tirtaadmidjaja mengutarakan sebagai berikut:
“Sebagai Hakim, ia harus berusaha untuk menetapkan suatu
hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si
terdakwa sebagai suatu hukuman yang adil dan setimpal.
Untuk mencapai usaha ini ia harus memperhatikan:
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a. Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu
pelanggaran pidana yang berat atau ringan)
b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu
c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran
pidana itu (yang memberatkan dan meringankan)
d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat tulen atau
seorang penjahat yang telah berulang kali dihukum
(recidivist) atau penjahat yang satu kali ini saja, atau
apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang
yang telah berusia tinggi
e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana itu
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (apaka ia
menyesal tentang kesalahannya ataukah dengan keras
menyangkal meskipun telah ada buktiyang cukup akan
kesalahannya)
g. Kepentingan umum (Hukum pidana diadakan untuk
melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-
keadaan tertentu menuntut suatu penghukuman berat
pelanggaran pidana)
Ini hanya berupa contoh saja, mungkin Hakim pada
pemeriksaan perkara berjumpa dengan faktor-faktor lain yang
mempengaruhi pula penetapan macam dan ukuran hukuman yang
akan dijatuhkan.”76
Dalam praktek, Hakim menjatuhkan putusan dengan
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain, yaitu
terdakwa pernah dihukum (sebagaimana dalam contoh kasus yang
penulis sajikan di atas yaitu putusan nomor
17/PUT.PID.B/2012/PN-BLK), dalam persidangan terdakwa tidak
mengakui bersalah padahal bukti dan fakta persidangan secara
meyakinkan menyatakan terdakwa bersalah, memberikan
keterangan berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya
pemeriksaan. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa
76 Ledeng Marpaung. Op.Cit. Hal. 139-140.
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antara lain, terdakwa masih muda, mengakui terus terang,
terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, atau belum menikmati
hasil kejahatannya tersebut serta telah terjadi perdamaian seperti
dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang diputus
pengadilan Negeri Bulukumba. Meskipun demikian, perdamaian
antara terdakwa dan keluarga korban tidak menggugurkan
tuntutan, tetapi hanya dijadikan pertimbangan oleh Hakim sebagai
hal yang meringankan dalam memutus perkara di persidangan.
Dari kedua putusan yang penulis paparkan di atas, terdakwa
masing-masing dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana.
Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang
didakwakan kepadanya, sehingga Hakim tidak menemukan hal-hal
yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana
baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat
menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa
maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana secara
adil dan setimpal sesuai perbuatannya. Oleh karenanya hakim
berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa harus
dipertanggungjawabkan kepadanya. Menurut Penulis hal ini sudah
sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam
Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang bunyinya sebagai berikut:
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,
maka pengadilan menjatukan pidana.”
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Dalam putusan Nomor 17/PUT.PID.B/2012/PN-BLK. Hakim
dalam menjatuhkan hukuman memiliki pertimbangan-pertimbangan
baik hal-hal yang memberatkan seperti tidak memiliki SIM serta
sudah pernah diproses hukum dengan kasus yang sama maupun
hal-hal yang meringankan seperti bersikap sopan dalam
persidangan, menyesli perbuatannya serta masih di bawah umur.
Menurut Penulis pertimbangan Hakim kurang tepat. Menurut
Penulis Terdakwa yang sudah pernah diproses hukum dengan
perkara yang sama dan saat melakukan kejahatan masih dalam
tahap menjalani hukuman seharusnya dijadikan pertimbangan
utama. Meskipun telah dicantumkan dalam putusan, hal tersebut
menurut Penulis tidaklah menjadi pertimbangan utama dan bahkan
tidak mempengaruhi putusan Hakim. Hal ini menurut Penulis dapat
dilihat dari vonis yang dijatuhkan yang lebih sedikit dari rata-rata
vonis hukuman terhadap kasus yang sama. sehingga menurut
Penulis sanksi yang dijatuhkan tidak memberi efek jera bagi
terdakwa sehingga terdakwa ke depannya dapat lebih berhati-hati
dan tidak mengulangi perbuatannya.
Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan dalam
kasus Nomor 124/PID.B/2013/PN.BLK antara lain yaitu hal-hal
yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa  meresahkan
masyarakat serta hal-hal yang meringankan seperti terdakwa belum
pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa
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masih sangat muda serta masih berstatus sebagai pelajar serta
fakta-fakta persidangan yang disampaikan dalam putusan seperti
terdakwa terbukti lalai dalam mengendarai kendaraannya,
menggunakan jalur kanan, memperbaiki helm saat kendaraan yang
dikendarai terdakwa sementara berjalan, serta belum memiliki
Surat Izin Mengemudi (SIM). Menurut Penulis, pertimbangan Hakim
dalam memberikan putusannya dalam kasus Nomor
124/PID.B/2013/PN.BLK. sudah tepat. Meskipun demikian Hakim
seharusnya mencantumkan Terdakwa yang beum memiliki SIM
sebagai salah satu hal yang memberatkan terdakwa.
Adapun dengan rata-rata hukuman yang kurang dari satu
tahun, hal ini sangat Jauh dibandingkan dengan hukuman
maksimal yang diancamkan sesuai Pasal 310 ayat (4) yaitu 6
Tahun atau denda maksimal Rp.12.000.000. Sehingga menurut
Penulis, hukuman yang dijatuhkan kurang memberi efek jera
kepada pelakunya maupun kepada para pengendara lain yang
merupakan salah satu tujuan diberlakukannya UULLAJ sehingga
tidak lagi memakai Pasal 359 KUHPidana yang hukumannya lebih
rendah. Meskipun demikian, Hakim dalam memberikan putusan






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengakibatkan
kematian lalu lintas berupa telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (UULLAJ) Jalan,
serta telah memenuhi semua unsur-unsur kesalahan yaitu
kemampuan bertanggung jawab, adanya kelalaian dan tidak ada
alasan pemaaf sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan
secara pidana.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan hal-
hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi
terdakwa tetapi masih terdapat hal-hal yang kurang tepat seperti
pertimbangan Terdakwa yang sudah pernah menjalani hukuman
serta masih dalam proses hukuman terhadap kasus yang sama
tidak dijadikan pertimbangan Hakim.
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B. Saran
Adapun saran yang dapat Penulis berikan sehubungan dengan
penulisan skripsi ini yaitu:
1. Dengan rata-rata hukuman yang kurang dari satu tahun, hal ini sangat
Jauh dibandingkan dengan hukuman maksimal yang diancamkan
sesuai Pasal 310 ayat (4) yaitu 6 Tahun atau denda maksimal
Rp.12.000.000. sehingga menurut Penulis, hukuman yang dijatuhkan
kurang memberi efek jera kepada pelakunya maupun kepada para
pengendara lain yang merupakan salah satu tujuan diberlakukannya
UULLAJ. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan Hakim dalam
menjatuhkan putusan-putusan terutama dalam kecelakaan Lalu Lintas
yang mengakibatkan kematian dapat memberikan hukuman yang lebih
tegas serta member efek jera kepada pelaku maupun kepada
pengendara lain agar lebih berhati-hati di jalan raya.
2. Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan
sanksi terhadap para terdakwa, seorang hakim haruslah memutuskan
sebuah putusan dengan pertimbangan yang berasal dari hati
nuraninya lalu kemudian ke pikirannya agar dapat menghasilkan
putusan yang seadil-adilnya, serta lebih tegas terutama dalam hal
pemberian pidana bersyarat kepada pelaku.
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